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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi legidlatif dalam proses
perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi.
Pertanyaan tesis adal ah: Bagaimanakah DPRD Kota Bekasi melaksanakan fungsi legidlatif dalam
perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 20007?

Variabel dalam penelitian ini adalah: variabel pengaruh, yaitu: faktor internal DPRD, &filiasi anggota
DPRD, pola hubungan anggota DPRD dengan konstituen, dan pola hubungan DPRD dengan eksekutif;
sedangkan variabel terpengaruh adalah pelaksanaan fungsi legislatif DPRD Kota Bekasi dalam perumusan
peraturan daerah tentang APBD tahun 2000.

Teori yang digunakan adalah teori perumusan kebijakan dan perwakilan politik. Sudut pandang studi ini,
adalah: perspektif yang melibatkan proses perumusan peraturan daerah tentang APBD sebagai aktivitas
politik yang dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan
yang saling bergantung. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan
studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari anggota DPRD Kota Bekasi,
Aparat Pemerintah Kota Bekasi, LSM dan Akademisi di lingkungan Kota Bekasi. Informasi diperoleh dari
informan melalui prosedur wawancaratidak berstruktur. Sedangkan studi kepustakaan dari sumber-sumber
berupa buku-buku, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Kesimpulan yang diperoleh: Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2000 di Kota Bekasi
sebagai suatu tindakan politik ternyata didalamnya cenderung tidak terjadi proses komunikasi yang optimal
antara DPRD, eksekutif dan masyarakat. Keadaan ini memposisikan DPRD sebagai mitra kerja (co-equal
partner) eksekutif menjadi lemah. Tidak dimilikinya pengetahuan dan pengalaman yang cukup
mengakibatkan terbatasnya kemampuan dan menimbulkan rasa tidak percayadiri anggota DPRD dalam
merumuskan kebijakan. Pola hubungan DPRD dengan konstituennya lemah sementara komunikasi dengan
eksekutif dilakukan secaraformal. Keadaan tersebut mengakibatkan belum terlaksananyafungsi legidatif
oleh DPRD Kota Bekas secara optimal karena APBD yang ditetapkan cenderung lebih berorientasi kepada
eksekutif dibandingkan dengan masyarakat.
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